


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laporan Kinerja (LKj) Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja

Biro dalam mencapai tujuan/sasaran. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan

amanat  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas

Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Biro diukur berdasarkan indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Laporan Kinerja

(LKj) sebagai sarana evaluasi mandiri  atas pencapaian kinerja Biro dalam upaya

penyempurnaan kinerja di tahun mendatang.

Semoga  pencapaian  kinerja  Biro  Administrasi  Pengawasan  Penyelenggaraan

Pelayanan Publik berdampak positif guna memberikan dukungan administratif prima

kepada Ombudsman Republik Indonesia bagi perbaikan pelayanan publik.
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Jakarta, 31 Januari 2026
Kepala Biro Administrasi Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
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NIP. 197906071998101002
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IKHTISAR LAPORAN

Biro  Administrasi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  (AP4)
mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi  dan  pengelolaan  administrasi
pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Untuk  itu,  kinerja  Biro  AP4
didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam
Rencana Strategis Ombudsman RI 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Kepala Biro
AP4  2025.  Tahun  2025,  merupakan  kinerja  tahun  pertama  Rencana  Strategis
Ombudsman RI.

Secara  umum,  Laporan  Kinerja  Biro  AP4 2025  menyajikan  capaian  kinerja  atas
Perjanjian  Kinerja  Biro  AP4  2025.  Biro  AP4  pada  tahun  2025  memiliki  sasaran
strategis  “Terwujudnya  layanan  administrasi  pengawasan  penyelenggaraan
pelayanan  publik  yang  berkualitas”  yang  diukur  dengan  4  (empat)  indikator:  a)
jumlah  dokumen  layanan  administrasi  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan
publik  yang  disusun,  b)  jumlah  dokumen  layanan  data  pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik, c) jumlah dokumen arsip yang dikelola dan; d)
jumah layanan pengelolaan operasional.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) target indikator kinerja tersebut,
dapat  disimpulkan  realisasi  kinerja  Biro  AP4  tahun  2025  melampaui  target
(105,38%), dengan rincian masing-masing indikator capaian kinerja biro AP4:
a. Jumlah dokumen layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan

publik yang disusun dari target 11 dokumen terealisasi 100%;
b. Jumlah  dokumen  layananan  data  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan

publik dari target 3 dokumen juga terealisasi 100%;
c. Jumlah  dokumen  arsip  laporan  masyarakat  yang  dikelola  dari  target  1.100

dokumen terealisasi 1.337 dokumen (121,54%); dan
d. Jumlah  layanan pengelolaan  operasional  terealisasi  100% dari  target  1  (satu)

layanan.

Untuk  mencapai  sasaran  tersebut  berbagai  upaya  telah  dilakukan  seperti
penyusunan perencanaan yang lebih baik, koordinasi pelaksanaan dan monitoring
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan peningkatan kompetensi pegawai
yang telah dilakukan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih,
kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik.

Kinerja  keuangan  Biro  AP4  2025  menunjukan  realisasi  sebesar  Rp928.198.492
(99,49%) dari total pagu anggaran sebesar Rp932.939.000.

Capaian kinerja Biro AP4 diharapkan dapat terus meningkat di  tahun berikutnya,
untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai  bentuk  akuntabilitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi, setiap

instansi  pemerintah  berkewajiban  menyusun  laporan  hasil  capaian  kinerja

sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai

akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah adalah Laporan Kinerja  (LKj),  yang

diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Salah  satu  instrumen  utama  dalam  menerapkan  manajemen  kinerja

adalah pengukuran kinerja dalam menjamin peningkatan pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi  output  dan outcome

yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran  kinerja  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  kinerja  yang

terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewenangan

Ombudsman  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008.  Dalam

melaksanakan  kewenangan  tersebut,  Keasistenan  merupakan  unit  kerja

pelaksana  tugas  dan  fungsi  Ombudsman  di  bidang  penyelesaian  laporan,

pencegahan maladministrasi, dan penjaminan mutu. Dalam rangka mendukung

kegiatan  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  tahun  2018

dibentuk  Biro  Fasilitasi  Pelayanan  Teknis  berdasarkan  Peraturan  Sekretaris

Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Pada bulan

Oktober 2020, nomenklatur Biro diubah menjadi Biro Administrasi Pengawasan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Biro AP4). Perubahan

nomenklatur  tersebut  ditetapkan  dengan  Peraturan  Sekretaris  Jenderal
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Ombudsman  Nomor  5  tahun  2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja

Sekretariat  Jenderal  Ombudsman  Republik  Indonesia,  sebagaimana  telah

diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2022.

Biro AP4 memiliki mandat strategis untuk melaksanakan koordinasi dan

pengelolaan  administrasi  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik,

meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengolahan,  monitoring,  evaluasi,

pendokumentasian, dan pengarsipan.  Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah isu strategi yang dihadapi Biro AP4,

antara lain:

1. Pengelolaan Laporan Masyarakat dan Backlog

a. Masih terdapat laporan masyarakat berstatus backlog tahun 2014 sampai

dengan 2024 per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rincian Data Laporan Masyarakat Berstatus Backlog

KANTOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Grand 
Total

Pusat 4 2 1 6 8 10 26 51 58 102 268
Aceh 1 7 1 15 24
Bali 0
Banten 1 3 3 12 19
Bengkulu 1 1 2
DI Yogyakarta 1 1
Gorontalo 1 4 5
Jakarta Raya 1 1 2 14 18 37 77 150
Jambi 1 1 2
Jawa Barat 1 1 6 4 11 16 27 21 87
Jawa Tengah 1 2 3
Jawa Timur 2 5 20 27
Kalimantan Barat 3 3
Kalimantan Selatan 0
Kalimantan Tengah 1 1
Kalimantan Timur 4 4
Kalimantan Utara 1 8 9
Kepulauan Bangka Belitung 1 1 6 8
Kepulauan Riau 1 1 2 3 5 12
Lampung 12 1 13
Maluku 1 1 2 4 9 52 69
Maluku Utara 1 3 4
Nusa Tenggara Barat 1 1 2
Nusa Tenggara Timur 1 5 1 2 1 29 8 10 57
Papua 2 6 2 2 11 6 8 37
Papua Barat 4 4
Riau 1 1
Sulawesi Barat 0
Sulawesi Selatan 2 8 17 61 88
Sulawesi Tengah 2 5 1 3 12 23
Sulawesi Tenggara 1 3 7 3 4 9 21 22 70
Sulawesi Utara 2 25 27
Sumatera Barat 5 12 17
Sumatera Selatan 1 1 2 12 39 55
Sumatera Utara 1 3 5 10 7 41 67
Grand Total 9 1 4 7 25 31 24 70 172 241 575 1159
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b. Tantangan  utama  Adalah  intensifikasi  penutupan  laporan  di  tahap

penerimaan, veriifikasi, pemeriksaan, dan resolusi agar target penutupan

dapat  tercapai  sesuai  Nota  Dinas  Ketua  Ombudsman  Nomor

200/LM/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Percepatan penyelesaian

laporan berstatus backlog.

2. Kualitas Pengelolaan Arsip dan Kearsipan Digital

a. Meningkatnya  volume  arsip  laporan  masyarakat  menimbulkan

keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan.

b. Penggunaan  aplikasi  Archives  of  Reports  Application  (AoRA)  telah

membantu  pemuktahiran  dan  dokumentasi,  namun  masih  diperlukan

penguatan  integrasi  sistem  dan  peningkatan  kepatuhan  unit  kerja

terhadap standar kearsipan.

3. Kapasitas dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah SDM relatif  terbatas sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pada

tahun 2025 dengan komposisi fungsional yang beragam.

b. Distribusi  penugasan  pada  kelompok  kerja  (penyelesaian  laporan

masyarakat,  pencegahan  maladministrasi,  manajemen  mutu  dan

pengelolaan  arsip)  menuntut  optimalisasi  kapasitas,  peningkatan

kompetensi,  serta  inovasi  kerja  untuk  mendukung  beban  administrasi

yang semakin kompleks.

4. Kepuasan Pengguna Layanan dan Penjaminan Mutu

a. Hasil  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  menunjukkan  perlunya

tindaklanjut perbaikan layanan penyelesaian laporan masyarakat.

b. Reviu standar pelayanan dan rencana tindaklanjut SKM menjadi agenda

penting untuk memastikan kualitas layanan publik yang lebih baik.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Biro  AP4 mempunyai  tugas melaksanakan koordinasi  dan pengelolaan

administrasi  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Tugas

pengelolaan  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengolahan,  monitoring,

evaluasi, pendokumentasian, dan pengarsipan pengawasan penyelenggaraan

pelayanan publik. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro AP4 menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; 

2. Koordinasi  dan  pengelolaan  administrasi  pelaksanaan,  monitoring,  dan

evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;

3. Koordinasi  dan  pengelolaan  administrasi  pelaporan  dan  kearsipan

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

4. Pelaksanaan administrasi Biro. 

Wewenang Biro AP4 bersumber dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  serta  Peraturan  Sekretaris

Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 jo. Peraturan Sekretaris Jenderal

Nomor  2  Tahun  2022.  Dengan  dasar  hukum  tersebut,  Biro  AP4  berperan

sebagai  penghubung  administratif  yang  memastikan  seluruh  proses

pengawasan pelayanan publik berjalan tertib, terukur, dan akuntabel.

1.3 Sumber Daya Manusia

Biro AP4 dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Biro setingkat Eselon II.a

yang membawahi satu unit eselon IV dan kelompok jabatan fungsional sebagai

berikut:

1. Subbagian Tata Usaha; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan tugas dan fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Berdasar Peraturan Sekretaris Jenderal
Ombudsman Nomor 5 tahun 2020
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro AP4 didukung sumber daya

manusia  sebanyak 21 (dua puluh satu) Orang baik di Kantor Pusat maupun

Perwakilan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia 
Berdasar Pangkat, Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Penempatan

NO. PANGKAT GOL/RUANG JUMLAH NO. PENDIDIKAN JUMLAH
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1. S2 1
2. Pembina (IV/a) 1 2. S1/D4 11
3. Penata Tk. I (III/d) 4 3. D3 5
4. Penata Muda Tk. I (III/b) 4 4. SMA/SMK -
5. Penata Muda (III/a) 5
6. Pengatur Tk. I (II/d) 2

Jumlah 17 NO. JENIS KELAMIN JUMLAH
1. Laki-laki 13
2. Perempuan 8

NO. PEGAWAI PUSAT JUMLAH NO.
PEGAWAI

PERWAKILAN
JUMLAH

1. PNS 17 1. PNS 3
2. Pramubakti 4

Tabel 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasar Jabatan

NO. URAIAN
PERSEKJEN 2
TAHUN 2025

Jabatan Struktural:
1. Kepala Biro 1
2. Kepala Bagian 0
3. Kepala Subbagian 1

Jabatan Fungsional:
4. Perencana Ahli Madya 1
5. Perencana Ahli Muda 2
6. Penelaah Teknis Kebijakan 5
7. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 2
8. Pengolah Data dan Informasi 5

Jumlah 17

Distribusi  jabatan  menunjukkan  adanya  kombinasi  antara  jabatan

struktural  (Kepala Biro  Subbagian)  serta  jabatan fungsional  (Perencana Ahli

Madya,  Perencana  Ahli  Muda,  Penelaah  Teknis  Kebijakan,  Penata  Kelola

Sistem Informasi, dan Pengolah Data).
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Untuk mendukung pelaksanaan tugas, SDM dikelompokkan dalam 3 (tiga)

tim kerja utama yaitu:

a. Tim  Kerja  Administrasi  Kegiatan  Pencegahan  Maladministrasi  dan

Manajemen Mutu

Tim kerja ini menjalankan fungsi Biro AP4 yaitu koordinasi dan pengelolaan

administrasi  pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  pengawasan

penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Penugasan  Tim  Kerja  Administrasi

Kegiatan  Pencegahan  Maladministrasi  dan  Manajemen  Mutu  ditetapkan

dalam  Surat  Tugas  Kepala  Biro  AP4  Nomor  40/KP.12/IV/2025

ditandatangani pada 23 April 2025. SDM pada tim kerja ini berjumlah 2 (dua)

orang dengan penempatan di Kantor Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. SDM pada Tim Kerja 
Administrasi Kegiatan Pencegahan Maladministrasi dan Manajemen Mutu

NO. URAIAN JUMLAH
1. Perencana Ahli Muda 1
2. Penelaah Teknis Kebijakan 1

Jumlah 2

b. Tim Kerja Administrasi Kegiatan Penyelesaian Laporan Masyarakat

Tim kerja ini menjalankan fungsi Biro AP4 yaitu koordinasi dan pengelolaan

administrasi  perencanaan  dan  pengolahan  data  pengawasan

penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Penugasan  Tim  Kerja  Administrasi

Kegiatan Penyelesaian Laporan Masyarakat ditetapkan dalam Surat Tugas

Kepala  Biro  AP4  Nomor  28/KP.12/IV/2025  ditandatangani  pada  21  April

2025. SDM pada tim kerja ini berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan penempatan

6 (enam) orang di Kantor Pusat dan 1 (satu) orang di Kantor Perwakilan,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5. SDM pada Tim Kerja 
Administrasi Kegiatan Penyelesaian Laporan Masyarakat

NO. URAIAN JUMLAH
1. Perencana Ahli Muda 1
2. Penelaaah Teknis Kebijakan 1
3. Pengolah Data dan Informasi 4
4. Tenaga Pendukung 1

Jumlah 7
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c. Tim Kerja Pengelolaan Arsip Laporan Masyarakat

Tim kerja ini menjalankan fungsi Biro AP4 yaitu koordinasi dan pengelolaan

administrasi  pelaporan  dan  kearsipan  pengawasan  penyelenggaraan

pelayanan  publik.  Penugasan  Kelompok  Kerja  Administrasi  Kegiatan

Penyelesaian  Laporan Masyarakat  ditetapkan dalam Surat  Tugas  Kepala

Biro  AP4  Nomor  27/KP.12/IV/2025  ditandatangani  pada  tanggal  21  April

2025. SDM pada kelompok kerja ini berjumlah 8 (delapan) orang, dengan

penempatan 7 (tujuh) orang di Kantor Pusat dan 1 (satu) orang di Kantor

Perwakilan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6. SDM pada Tim Kerja Pengelolaan Arsip Laporan Masyarakat
NO. URAIAN JUMLAH
1. Perencana Ahli Madya 1
2. Penelaah Teknis Kebijakan 2
3. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1
4. Pengolah Data dan Informasi 1
5. Tenaga Pendukung 3

Jumlah 8

Kondisi SDM ini mencerminkan tantangan strategis berupa keterbatasan

jumlah  personel  dibandingkan  beban  kerja  yang  terus  meningkat,  sehingga

diperlukan optimalisasi kapasitas, peningkatan kompetensi, serta inovasi kerja

untuk menjaga kualitas layanan administrasi pengawasan pelayanan publik.
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BAB II

RENCANA KINERJA

2.1.Perjanjian Kinerja

Visi  Ombudsman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman

Nomor  62  Tahun  2025  tentang  Rencana  Strategis  Ombudsman  Republik

Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

Dalam rangka mewujudkan visi  Ombudsman menetapkan misi  sebagai

berikut:

1. Mewujudkan pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif.

2. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil

pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.

3. Mewujudkan  profesionalisme  fungsi  pengawasan  penyelenggaraan

pelayanan publik.

Berdasarkan  penjabaran  visi  dan  misi,  tujuan  Ombudsman  2025-2029

adalah  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  pelayanan  publik  yang

berkeadilan.  Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro AP4 menetapkan sasaran

yaitu:  ”Terwujudnya  layanan  administrasi  pengawasan  penyelenggaraan

pelayanan publik  yang berkualitas”.   Indikator  kinerja  Biro  AP4 tahun 2025-

2029 untuk mengukur capaian sasaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Target

2025 2026 2027 2028 2029
Terwujudnya 
Layanan 
Administrasi 
Pengawasan 
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
yang Berkualitas

Indeks kinerja 
Administrasi 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik

Indeks 
(skala 
1-4)

3,46 3,47 3,48 3,49 3,50
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Program dan kegiatan Biro  AP4 pada tahun 2025 sebagai  pendukung

untuk  pencapaian  target  indikator  yang  telah  ditetapkan,  berupa  program

dukungan  manajemen  dengan  kegiatan  Administrasi  Pengawasan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik melaksanakan 3 (tiga) jenis layanan yaitu:

layanan umum, layanan data  dan informasi  serta  layanan penyelenggaraan

kearsipan.

2.2.Penetapan Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, Biro AP4 telah menetapkan perjanjian

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2025 dengan memperhatikan sumber

daya dan sumber dana yang ada. Sasaran, indikator, dan target kegiatan Biro

AP4 tahun 2025 ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Biro AP4 Tahun 2025
Sasaran Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Layanan 
Administrasi Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik yang 
Berkualitas

Jumlah dokumen layanan Administrasi 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik yang disusun

11
Dokumen

Jumlah dokumen layanan Data 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik

3
Dokumen

Jumlah dokumen arsip yang dikelola 1.100
Dokumen

Jumlah layanan pengelolaan 
operasional

1
Layanan

KRO/RO/KOMPONEN ANGGARAN
KRO1 : Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp932.939.000
RO1 : Layanan Umum Rp394.241.000
RO2 : Layanan Data dan Informasi Rp484.704.000
RO3 : Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Rp53.994.000
KRO2 : Layanan Dukungan Manajemen Kinerja 

Internal
Rp124.272.000

RO1 : Layanan Perkantoran Rp124.272.000
Komp1 : Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Rp98.000.000
Komp2 : Jamuan tamu/delegasi pimpinan Rp12.000.000
Komp3 : Operasional pimpinan Rp14.272.000

TOTAL Rp1.057.211.000
*anggaran setelah perubahan

Berdasarkan  Perjanjian  Kinerja  yang  ditetapkan  Biro  AP4 memiliki  indikator

kinerja yaitu indeks kinerja Biro dengan target 3,46 dari indeks 4.
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Perjanjian  kinerja  ini  kemudian  akan  dievaluasi  dan  pada  akhir  tahun

anggaran,  realisasi  perjanjian  kinerja  ini  akan  menjadi  bahan  pertimbangan

dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran  tingkat  capaian  kinerja  Biro  AP4  tahun  2025  dilakukan

dengan cara membandingkan antara target  dengan realisasi  masing-masing

indikator kinerja, secara umum realisasi masing-masing indikator kinerja telah

berhasil  dicapai dengan maksimal.   Capaian kinerja Biro AP4 selama tahun

2025 ditampilkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro AP4 Tahun 2025

Indikator Target Satuan Realisasi
Capaian

(%)
Layanan Umum 11 Dokumen 11 100
Layanan Data dan Informasi 3 Dokumen 3 100
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.100 Dokumen 1.337 121,54
Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 100

Output layanan umum berupa 11 (sebelas) dokumen layanan administrasi

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari dokumen masing-

masing  unit  kerja  keasistenan  (Unit  Kerja  Keasistenan  Utama  Pengaduan

Masyarakat, Keasistenan Utama I s.d. VII,  Keasistenan Utama Resolusi dan

Monitoring,  Keasistenan  Utama  Manajemen  Mutu,  dan  keasistenan  Utama

Manajemen Pencegahan Maladministrasi) baik berupa dokumen administrasi,

dokumen  perencanaan,  dan  dokumen  lainnya.  Output  layanan  data  dan

informasi berupa 3 (tiga) dokumen layanan data pengawasan penyelenggaraan

pelayanan publik terdiri  dari  data capaian penyelesaian laporan masyarakat,

data capaian pencegahan maladministrasi, dan data capaian manajemen mutu.

Karena  bukan merupakan  tahapan,  capaian setiap  bulan  adalah  100% s.d.

akhir tahun. Output layanan penyelenggaraan kearsipan yang menjadi indikator

adalah  laporan  masyarakat  kategori  baru  yang  diterima  dan  dipilah,  yaitu

sampai dengan akhir Desember 2025 sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga

puluh tujuh) dokumen.

Mulai tahun 2025 mekanisme pengukuran indeks kinerja Biro mengalami

perubahan dari tahun sebelumnya yang memperhitungkan aspek implementasi
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dan manfaat,  dimana outcome yang  digunakan  sebagai  perhitungan  indeks

kinerja mengacu pada outcome yang ada pada indikator penilaian Reformasi

Birokrasi  (RB)  yaitu:  indeks  pelayanan  publik,  tingkat  kepatuhan  standar

pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat. Tahun 2025 indeks kinerja

Biro AP4 3,46 atau terealisasi 100% dari target indeks kinerja Biro AP4 yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Ombudsman 2025-2029, dengan formula

perhitungan:

Catatan: outcome kegiatan merupakan hasil dari keluaran kegiatan yang memberi
manfaat bagi penerima

Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  koordinasi  dan  pengelolaan

administrasi  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  Biro  AP4

menyelenggarakan  kegiatan:  Layanan  Umum,  Layanan  Data  dan Informasi,

dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

1. Layanan Umum

Biro AP4 melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi  kegiatan

pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  11  Keasistenan

Utama di Kantor Pusat sebagai berikut:

a) Rapat/pertemuan di jam kantor

Rapat/pertemuan di  jam kantor  merupakan pertemuan yang dilaksanakan

oleh  Keasistenan  dengan  mengundang  pihak  internal  maupun  eksternal

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

b) Rapat/pertemuan daring

Rapat/pertemuan  daring  adalah  rapat  yang  dilaksanakan  secara  online

melalui  aplikasi  zoom  yang  dilaksanakan  oleh  Keasistenan  dengan

mengundang pihak internal  maupun eksternal  dalam rangka pengawasan

penyelenggaraan pelayanan publik.

19 Laporan Kinerja 2025
Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



c) Perjalanan dinas

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas Keasistenan dalam rangka

kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, baik di dalam

kota maupun ke luar kota.

d) Rapat/pertemuan di luar kantor 

Rapat/pertemuan  di  luar  kantor  (konsinyering) adalah  kegiatan

penyelesaian  tugas  Keasistenan  yang  dilakukan  di  dalam atau  di  luar

kota,  di  lokasi/tempat  tertentu,  yang  pelaksanaannya  berdasarkan

pertimbangan  bersifat  penting,  mendesak,  tidak  dapat  ditunda,  dan

padatnya beban kerja. 

e) Penyiapan dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dokumen  pendukung  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  berupa

kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya sebagai bahan usulan

pagu  dan  revisi  anggaran  program  pengawasan  penyelenggaraan

pelayanan publik.

f) Pengolahan data

Pengolahan data kegiatan seperti: matriks usulan pleno, olah data laporan

masyarakat, dan matriks capaian kinerja.

g) Pendokumentasian 

Pendokumentasian  kegiatan  berupa  penyimpanan  naskah  dinas,  foto

kegiatan, rekaman audio dan/atau video.

2. Layanan Data dan Informasi

Biro AP4 melakukan telaah data laporan masyarakat berdasarkan klasifikasi

secara periodik sebagai bahan pleno dan monitoring unit terkait. Klasifikasi

laporan masyarakat  adalah penetapan kategori  laporan masyarakat  yang

didasarkan  atas  perolehan  total  nilai  setiap  laporan.  Kategori  klasifikasi

ditetapkan  dalam Keputusan  Ketua  Ombudsman  Nomor  67  Tahun  2020

tentang  Pedoman  Klasifikasi  Laporan  Masyarakat  di  Lingkungan

Ombudsman  Republik  Indonesia.  Indikator  dalam  menentukan  klasifikasi

terdiri  atas:  jumlah Terlapor  dan/atau pihak terkait;  jumlah  permasalahan

pelayanan  publik;  lokasi  instansi  terlapor,  pihak  terkait  dan/atau  objek

laporan  masyarakat  tempat  terjadinya  dugaan  maladministrasi;  dan

penerima manfaat  atau masyarakat  yang terdampak langsung.  Klasifikasi
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laporan masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: laporan sederhana,

laporan sedang, dan laporan berat.

3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Biro AP4 melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi kearsipan

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut:

a) Pengelolaan Laporan Masyarakat

Penerimaan  dan  pemilahan  laporan  masyarakat  melalui  surat  (dengan

kategori baru, lanjutan, tembusan, tanggapan, dan arsip). 

b) Pemutakhiran Laporan Masyarakat

Pemutakhiran  pada  aplikasi  AoRA  (Archive  of  Reports  Application)

terhadap  data  laporan  masyarakat  yang  diterima  oleh  Pleno  untuk

Keasistenan  Utama  I  s.d.  Keasistenan  Utama  VII,  dan  data  laporan

masyarakat  yang  dilimpahkan  dari  Perwakilan  ke  Pusat.  Selain

pemutahkiran  data  juga  pembuatan  stiker  barcode untuk  laporan

masyarakat  yang  diterima  Pleno,  ditolak  Pleno,  dilimpahkan  dari

Perwakilan ke Pusat, dan laporan RCO (Respon Cepat Ombudsman).

c) Dokumentasi Laporan Masyarakat

Kegiatan dokumentasi laporan masyarakat meliputi: 

 Penomoran surat tindak lanjut laporan masyarakat berupa surat keluar

LM, BAPL, penutupan PVL, pelimpahan LM.

 Alih  media  laporan  masyarakat  berupa  surat  keluar,  berita  acara

penutupan, dan surat pelimpahan laporan masyarakat; 

 Layanan peminjaman dan pengembalian arsip laporan masyarakat.

Bentuk  kegiatan  lainnya  yang  telah  dilaksanakan  untuk  mendukung

ketercapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan

Pelayanan  Publik  (PEKPPP)  Mandiri  di  Lingkungan  Ombudsman

Republik Indonesia

Dalam  rangka  menindaklanjuti  Surat  dari  Kementerian

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  nomor

B/89/PP.00.02/2025  tertanggal  28  Agustus  2025  tentang  Pelaksanaan

PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, Ombudsman RI

melaksanakan  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan
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Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia.

Pelasanaan  kegiatan  sosialisasi  PEKPPP  Mandiri  di  lingkungan

Ombudsman RI tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025

di Manhattan Hotel Jakarta.  Kegiatan ini  dibuka oleh Bapak Mokhammad

Najih Ketua Ombusman RI dan diikuti  oleh peserta luring terdiri  dari  Tim

PEKPPP Mandiri Pusat dan peserta daring terdiri dari Tim PEKPPP Mandiri

Perwakilan.

Materi  paparan  umum  pelaksanaan  PEKPPP  disampaikan  oleh

Asisten  Deputi  Fasilitasi,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan

Publik Kemenpan RB oleh Ibu DR. R.R Vera Yuwantari  Susilastuti,  S.IP.,

M.SI.  Adapun  materi  yang  disampaikan  yaitu  amanat  pelayanan  publik,

mekanisme  pelaksanaan  PEKPPP  tahun  2025,  instrumen  dan  indikator

penilaian,  dan tahapan pelaksanaan.  Materi  teknis  pelaksanaan PEKPPP

disampaikan  oleh  Analis  Kebijakan  Pertama  Kemenpan  RB  oleh  Sdri.

Monica  Amy Nabella.  Adapun materi  yang  disampaikan yaitu  aspek  dan

prinsip  evaluasi  PEKPPP,  aspek  kebijakan  pelayanan,  aspek

profesionalisme  SDM,  aspek  sarana  dan  prasarana,  aspek  SIPP,  aspek

konsultasi  pengaduan,  aspek  inovasi,  distribusi  surat  terkait  informasi

tambahan  PEKPPP,  pelaksanaan  PEKPPP  Mandiri,  dan  mekanisme

PEKPPP Mandiri terkini.

Gambar 3.1. Sosialisasi PEKPPP Mandiri di Lingkungan Ombudsman RI
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2. Tindak  Lanjut  Hasil  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  Layanan

Penyelesaian Laporan Masyarakat

Kegiatan ini  dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025. Tindak lanjut

hasil SKM terhadap Layanan Penyelesaian Laporan Masyarakat dilakukan

terhadap 6 Perwakilan yang menjadi sampel PEKPPP Mandiri di lingkungan

Ombudsman  RI.  Adapun  rencana  tindak  lanjut  dalam  rangka  perbaikan

kualitas pelayanan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling

rendah  hasilnya.  Rencana  tindak  lanjut  perbaikan  hasil  SKM  dituangkan

dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM

Gambar 3.2. Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan
Penyelesaian Laporan Masyarakat

3. Reviu Standar Pelayanan Penyelesaian Laporan Masyarakat

Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  27  November  2025.  Standar

Pelalayanan  Penyelesaian  Laporan  Masyarakat  ditetapkan  melalui

Keputusan  Ketua  Ombudsman  Nomor  194  Tahun  2024  tentang  Standar
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Pelayanan  Penanganan  Laporan  Pengaduan  Masyarakat.  Reviu  Standar

Pelalayanan  Penyelesaian  Laporan  Masyarakat  terlaksana  dengan

mengundang  narasumber  dari  Deputi  Pelayanan  Publik  Kementerian

PANRB.  Berikut  hasil  reviu  Standar  Pelayanan  Penanganan  Laporan

Pengaduan Masyarakat:

Gambar 3.3.. Hasil Reviu Standar Pelalayanan Penyelesaian Laporan Masyarakat
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4. Monitoring Kearsipan

Laporan  masyarakat  merupakan  arsip  strategis  lembaga  sehingga  perlu

dilakukan  penataan  arsip.  Meningkatnya  laporan  masyarakat  akan  diikuti

dengan  bertambahnya  volume  arsip  laporan  masyarakat,  di  sisi  lain

kapasitas penyimpanan di ruang arsip terbatas. Dalam rangka meningkatkan

tertib  pengelolaan  arsip  laporan  masyarakat  telah  dikembangkan  aplikasi

Archives of Reports Application (AoRA), yang digunakah oleh Kantor Pusat

dan  Perwakilan.  Pada  triwulan  IV  tahun  2025,  kegiatan  monitoring  dan

evaluasi  aplikasi  AoRA serta  pengelolaan  arsip  laporan  masyarakat

dilaksanakan di  Kantor  Perwakilan: Jawa Tengah, Sulawesi  Tengah,  Bali,
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Sumatera Selatan, Lampung dan D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan

dalam  rangka  mendapatkan  bahan  evaluasi  pengelolaan  arsip  laporan

masyarakat di Kantor Perwakilan.

Gambar 3.4. Kegiatan Monitoring Kearsipan Laporan Masyarakat 
Pada Perwakilan Bali

5. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

Pengawasan  kearsipan  internal  telah  dilaksanakan  pada  unit  kerja  di

lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Penilaian  pengawasan

kearsipan  menilai  aspek  pengelolaan  arsip  dinamis  dan  sumber  daya

kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan

arsip,  pemeliharaan arsip,  dan penyusutan arsip.  Sumber daya kearsipan

meliputi  sumber  daya  kearsipan,  dan  prasarana  dan  sarana.  Nilai  hasil

pengawsan kearsipan internal telah diverifikasi oleh Arsip Nasonal Republik

Indonesia.

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal telah ditetapkan dalam Keputusan

Ketua  Ombudsman  Nomor  299  Tahun  2025  tentang  Pemberian

Penghargaan  dan  Penetapan  Nilai  Hasil  Pengawasan  Kearsipan  Internal

Tahun  2025  di  lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Nilai  hasil

pengawasan kearsipan internal pada Biro AP4 tahun 2025 adalah 85,85 (A).
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Gambar 3.5. Piagam Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

6. Survei Layanan Biro

Dalam  rangka  evaluasi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan,  Biro  AP4

melakukan survei kepuasan pelayanan pada tahun 2025. Survei kepuasan

pelayanan  merupakan  kegiatan  pengumpulan  data  dan  informasi  tentang

tingkat kepuasan pengguna layanan. Unsur survei kepuasan pelayanan Biro

AP4  mengacu  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik.

Layanan  Biro  AP4  yang  menjadi  objek  survei:  layanan  peminjaman  dan

pengembalian  arsip  laporan  masyarakat,  layanan  dukungan  administrasi

kegiatan  Keasistenan,  dan  layanan  telaah  dan  penyajian  data  laporan

masyarakat. Survei dilaksanakan pada bulan Desember 2025.

Tabel 3.3. Hasil Survei Layanan Biro AP4

No Layanan
2025

Responden Indeks Kepuasan

1 Telaah dan penyajian data laporan masyarakat 26 4,29

2 Peminjaman  dan  pengembalian  arsip  laporan

masyarakat pada Kantor Pusat

14 4,70

3 Dukungan  administrasi  kegiatan  keasistenan

utama

33 4,68
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Adapun  saran  dan  masukan  pengguna  layanan  telah  dirangkum sebagai

berikut:

 Agar ada penambahan personil yang bertanggungjawab dan melekat di

masing-masing  Keasistenan  Utama,  sebagai  kesekretariatan  di  KKU.

Idealnya tiap Keasistenan Utama ditangani oleh satu staf Biro AP4.

 Agar pelayanan lebih cepat lagi, responsif, dan lebih ramah.

 Agar fasilitas Biro AP4 terus ditingkatkan.

 Agar Biro AP4 melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Perwakilan

terkait  data  penyelesaian  Laporan  Masyarakat  dan  pengelolaan  arsip

Laporan Masyarakat.

7. Peningkatan  Kapasitas  Pegawai  Biro  Administrasi  Pengawasan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  28  November  2025.  Kegiatan  ini

dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI sebagai Pengampu Biro AP4 Bapak

Robert  Na  Endi  Jaweng  serta  mengundang  Narasumber  Bapak  Joko

Purnomo sebagai hipnoterapi. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan

kapasitas,  kompetensi,  dan  profesionalisme  pegawai  dalam  mendukung

pelaksanaan  tugas  administrasi  dan  pengawasan  pelayan  publik  secara

efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Adapun Materi

yang disampaikan berupa manfaat  pengembangan kapasitas dalam suatu

organisasi, cara meningkatkan kompetensi pegawai, hipnoterapi, relaksasi,

fokus dan konsentrasi, teori pikiran manusia, hipnosis, gelombang otak dan

hipnosis, kenapa menggunakan hipnoterapi, dan manfaat hipnoterapi.

Gambar 3.6. Peningkatan Kapasitas Pegawai
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3.2.Capaian Kinerja

Secara  umum  Biro  AP4  telah  melaksanakan  tugas  yang  diamanatkan

sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Ombudsman RI 2025-2029.  Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian indikator

kinerja dalam tahun 2025 didukung oleh program dan kegiatan pada tahun 2025

yang tingkat keberhasilannya sudah dapat diwujudkan secara optimal. Berikut

capaian target kinerja Biro AP4 tahun 2025:

1. Membandingkan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi  kinerja  Biro  AP4  tahun  2025  melampaui  target  (105,38%),

dengan rincian masing-masing indikator capaian kinerja biro AP4:

a. Jumlah dokumen layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan

pelayanan  publik  yang  disusun  dari  target  11  dokumen  terealisasi

100%;

b. Jumlah  dokumen  layananan  data  pengawasan  penyelenggaraan

pelayanan publik dari target 3 dokumen juga terealisasi 100%;

c. Jumlah dokumen arsip  laporan masyarakat  yang dikelola  dari  target

1.100 dokumen terealisasi 1.337 dokumen (121,54%); dan

d. Jumlah layanan pengelolaan operasional terealisasi 100% dari target 1

(satu) layanan.

2. Membandingkan  antara  Realisasi  Kinerja  serta  Capaian  Kinerja  Tahun

2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis capaian kinerja Biro AP4 perlu ditempatkan dalam konteks Resntra

Ombudsman RI Tahun 2025-2029.  Perbandingan ini penting untuk melhat

konsistensi  capaian,  tren peningkatan atau penurunan,  serta kesesuaian

arah kebijakan jangka menengah Ombudsman RI.

29 Laporan Kinerja 2025
Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Berjalan Dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya
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Target Realisasi

Pada tahun 2025,  Biro AP4 mencatat  Indeks kinerja 2025 sebesar 3,46

dengan persentase capaian 100% dari target.  Jika dibandingkan dengan

capaian indeks tahun 2024 (3,47) hal ini menunjukkan adanya konsistensi

capaian kinerja dari tahun ke tahun, baik dari sisi indeks maupun jumlah

dokumen.  Konsistensi ini menjadi modal penting dalam memasuki periode

Renstra baru 2025-2029.

Namun,  jika ditinjau lebih mendalam terdapat perbedaan signifikan pada

indikator kinerja,  dimana di tahun 2024 target pengelolaan arsip laporan

masyarakat  ditetapkan  sebanyak  1.100  dokumen  dan  berhasil  dicapai

sesuai  target.  Sedangkan  pada  tahun  2025,  target  yang  sama  kembali

ditetapkan, namun realisasi mencapai  1.337 dokumen atau 121,54% dari

target.  Peningkatan sebesar  21,54% ini  menunjukkan adanya perbaikan

kapasitas pengelolaan arsip, sejalan dengan arah kebijakan Renstra 2025–

2029  yang  menekankan  transformasi  digital  pelayanan  publik dan

penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan demikian,

capaian  Biro  AP4  tahun  2025  tidak  hanya  konsisten,  tetapi  juga

menunjukkan tren peningkatan pada aspek strategis yang relevan dengan

Renstra.
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Jika  dibandingkan dengan capaian Renstra 2020–2024,  Ombudsman RI

secara  nasional  mencatat  tren  capaian  indeks  pengawasan  pelayanan

publik yang selalu melampaui target, meskipun mengalami penurunan dari

4,00 pada 2021 menjadi 3,47 pada 2024. Dalam konteks ini, capaian Biro

AP4 tahun 2025 sebesar 3,46 menunjukkan posisi yang relatif stabil dan

berada di  atas  target  Renstra  sebelumnya (≥3,10).  Hal  ini  menegaskan

bahwa Biro AP4 mampu menjaga kualitas kinerja di tengah tren penurunan

indeks nasional. Dengan kata lain, capaian Biro AP4 menjadi bagian dari

upaya stabilisasi kinerja Ombudsman RI secara keseluruhan.

Selain  itu,  Renstra  2025–2029  menekankan  pentingnya  peningkatan

kepatuhan  Kementerian/Lembaga/Daerah  terhadap  UU  25/2009 dan

kepuasan  publik  sebagai  indikator  utama.  Pada  tahun  2025,  Biro  AP4

mencatat indeks kepuasan masyarakat pada skala 4 (sangat baik), sesuai

dengan target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa Biro AP4 telah berada

pada  jalur  yang  tepat  dalam  mendukung  sasaran  strategis  nasional.

Namun, tantangan backlog laporan masyarakat yang masih tersisa sejak

2014–2024  menjadi  isu  yang  harus  dituntaskan  dalam periode  Renstra

baru.  Renstra  2025–2029  secara  eksplisit  menekankan  penguatan

pengawasan  eksternal  dan  pencegahan  maladministrasi,  sehingga

penyelesaian backlog menjadi agenda prioritas yang harus diakselerasi.

Dari sisi efisiensi, capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan pada akhir

tahun, terutama pada layanan kearsipan yang mencatat nilai efisiensi 0%

pada bulan Desember. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2024 yang lebih

stabil.  Penurunan  efisiensi  ini  menjadi  catatan  penting,  karena  Renstra

2025–2029  menekankan  penguatan  manajemen  kelembagaan,  nilai

SAKIP,  dan  reformasi  birokrasi.  Dengan  demikian,  Biro  AP4  perlu

melakukan penyesuaian strategi agar capaian tidak hanya kuantitatif, tetapi

juga efisien dan berkelanjutan.
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Secara  keseluruhan,  perbandingan  antara  capaian  tahun  2025  dengan

tahun  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  Biro  AP4  berhasil

mempertahankan  konsistensi  kinerja,  sekaligus  mencatat  peningkatan

pada aspek pengelolaan arsip dan kepuasan publik. Hal ini sejalan dengan

arah kebijakan Renstra 2025–2029 yang menekankan transformasi digital,

peningkatan  kepatuhan,  dan  penguatan  manajemen  kelembagaan.

Tantangan  efisiensi  dan  backlog  laporan  masyarakat  menjadi  agenda

strategis yang harus ditangani agar capaian kinerja Biro AP4 tetap relevan

dan mendukung target jangka menengah Ombudsman Republik Indonesia.

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan serta Alternatif Solusi yang

Telah Dilakukan

a. Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Backlog Laporan Masyarakat

Masih terdapat backlog laporan masyarakat sejak 2014-2024 belum

terselesaikan hingga akhir 2025, hal ini menunjukkan keterbatasan

kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  belum  optimalnya

strategi  percepatan  penutupan  laporan  sesuai  Nota  Dinas  Ketua

Ombudsman Nomor 200/LM/III/2024.

- Kendala  Kapasitas  Ruang  Penyimpanan  yang  Terbatas  dan

Integrasi Sistem AoRA

Meningkatnya jumlah arsip laporan masyarakat yang dikelola dan

kualitas  pengelolaan  masih  menghadapi  tantangan  teknis  dan

kepatuhan dari masing-masing unit kerja.

- Survei  Kepuasan Masyarakat (SKM) Menunjukan Perlunya Tindak

Lanjut Perbaikan Layanan

Indikator  kepuasan  belum  sepenuhnya  optimal  menandakan

perlunya  peningkatan  standar  pelayanan  dan  tindak  lanjut  hasil

SKM.

- Jumlah SDM Terbatas (21 Orang) dengan Beban Kerja Tinggi

Ketidakseimbangan  jumlah  personel  dan  kompleksitas  tugas

menyebabkan  potensi  penurunan  kualitas  layanan  jika  tidak

diimbangi dengan inovasi kerja.
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b. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Percepatan Penutupan Backlog

Melalui  intensifikasi  verifikasi,  pemeriksaan,  dan  resolusi  laporan

backlog  sesuai  Nota  Dinas  Ketua  Ombudsman,  ke  depan  akan

dilakukan penguatan sistem monitoring berbasis  dashboard untuk

memantau progres penutupan backlog secara real time.

- Penguatan Sistem Kearsipan Digital

Pemanfaatan  aplikasi  AoRA untuk  pemuktahiran  data,  ke  depan

akan  dilakukan  integrasi  AoRA dengan  Sistem  Manajemen

Penyelesaian  Laporan  (SIMPeL)  dan  peningkatan  kapasitas

server/cloud untuk mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan.

- Peningkatan Kepuasan Pengguna

Melakukan reviu  standar  pelayanan dan tindak lanjut  hasil  SKM,

dan  mulai  2026  ombudsman  akan  memanfaatkan  aplikasi  SKM

online (skm.go.id)  sesuai  dengan  surat  Kementerian  PAN-RB

Nomor: B/239/PP.00.01/2025.

- Optimalisasi SDM

Penugasan  berbasis  tim  kerja  (pencegahan  maladministrasi  dan

manajemen  mutu,  penyelesaian  laporan  dan  pengelolaan  arsip

laporan  masyarakat),  dan  pemanfaatan  tenaga  pendukung  (Non

ASN dan peserta magang) untuk tugas administratif rutin agar SDM

inti  fokus  pada  fungsi  strategis,  ke  depan  agar  diselenggarakan

program capacity bulding berkelanjutan (CMC, pelatihan digitalisasi

arsip dan manajemen mutu).

- Penguatan Reformasi Birokrasi

Sosialisasi  pelaksanaan  PEKPPP  Mandiri,  dan  menjadikan  hasil

PEKPPP  sebagai  benchmark internal  untuk  perbaikan

berkelanjutan,  serta  mengintegrasikan  indikator  RB  ke  dalam

evaluasi kinerja tahunan.

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya

a. Jumlah  SDM  21  orang  dengan  distribusi  17  ASN  dan  4  tenaga

pendukung,  keterbatasan  SDM  dibandingkan  beban  kerja  menuntu

inovasi kerja dan peningkatan kompetensi.
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b. Anggaran  pada  tahun  2025  berdasarkan  Petunjuk  Operasional

Kegiatan  (POK)  revisi  terakhir  setelah  pemblokiran  sebesar

Rp928.198.492 (99,49%).

c. Pemanfaatan  aplikasi  AoRA mendukung  digitalisasi  arsip,  tetapi

kapasitas ruang penyimpanan fisik masih terbatas.

5. Analisis Program/Kegiatan

Program/Kegiatan  yang  mendukung  keberhasilan  seperti  Layanan

kearsipan dengan digitalisasi sejalan dengan agenda nasional transformasi

digital, survei kepuasan masyarakat yang mendorong perbaikan pelayanan

dan pencegahan maladministrasi  mendukung prioritas nasional reformasi

birokrasi  dan  peningkatan  integritas  pelayanan  publik.  Sedangkan

program/kegiatan  yang  menjadi  tantangan  adalah  penyelesaian  backlog

laporan masyarakat yang masih menjadi beban strategis.

3.3.Realisasi Anggaran

Rincian  penyerapan  anggaran  pada  tahun  2025  berdasarkan  Petunjuk

Operasional  Kegiatan  (POK)  revisi  terakhir  setelah  pemblokiran  anggaran

sebagai berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan Pagu Efektif Realisasi Sisa
%

Realisasi

110.01.WA Program Dukungan 

Manajemen

1.057.211.000 1.052.554.114 4.656.886 99,56

4191 Administrasi Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

932.939.000 928.198.492 4.740.508 99,49

4191.EBA Layanan Dukungan 

Manajemen Internal

878.945.000 874.268.743 4.676.257 99,47

4191.EBA.962 Layanan Umum 394.241.000 391.917.083 2.323.917 99,41

521211 – Belanja bahan - - - -

522151 – Belanja jasa profesi - - - -

522191 – Belanja jasa lainnya 295.200.000 294.916.000 284.000 99,90

524111 – Belanja perjalanan dinas 

biasa

52.800.000 51.111.083 1.688.917 96,80
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Kegiatan Pagu Efektif Realisasi Sisa
%

Realisasi

524113 – Belanja perjalanan dinas 

dalam kota

- - - -

524114 – Belanja perjalanan dinas 

paket meeting dalam kota

46.241.000 45.890.000 351.000 99,24

4191.EBA.963 Layanan Data dan 

Informasi

484.704.000 482.351.660 2.352.340 99,51

521211 – Belanja bahan 32.880.000 32.078.900 801.100 97,56

522151 – Belanja jasa profesi - - - -

522191 – Belanja jasa lainnya 360.800.000 359.816.000 984.000 99,73

524111 – Belanja perjalanan dinas 

biasa

64.880.000 64.731.760 148.240 99,77

524113 – Belanja perjalanan dinas 

dalam kota

- - - -

524114 – Belanja perjalanan dinas 

paket meeting dalam kota

25.990.000 25.725.000 265.000 98,98

524119 – Belanja perjalanan dinas 

paket meeting luar kota

154.000 - - -

4191.EBD.974 Layanan 

Penyelenggaraan Kearsipan

53.994.000 53.929.749 64.251 99,88

521211 – Belanja bahan - - - -

522151 – Belanja jasa profesi - - - -

524111 – Belanja perjalanan dinas 

biasa

28.400.000 28.369.749 30.251 99,89

524114 – Belanja perjalanan dinas 

paket meeting dalam kota

25.594.000 25.560.000 34.000 99,87

524119 – Belanja perjalanan dinas 

paket meeting luar kota

- - - -

5094 Sumber Daya Manusia, 

Perlengkapan dan Kerumahtanggaan

124.272.000 124.355.622 (83.622) 100,07

5094.EBA.994 Layanan Perkantoran 124.272.000 124.355.622 (83.622) 100,07

B – Penyelenggaraan Operasional 98.000.000 97.764.620 235.380 99,76
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Kegiatan Pagu Efektif Realisasi Sisa
%

Realisasi

Perkantoran

521211 – Belanja bahan 98.000.000 97.764.620 235.380 99,76

E – Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan 12.000.000 12.886.393 (886.393) 107,39

521211 – Belanja bahan 12.000.000 12.886.393 (886.393) 107,39

J – Operasional Pimpinan 14.272.000 13.704.609 567.391 96,02

524111 – Belanja perjalanan dinas 

biasa

14.272.000 13.704.609 567.391 96,02

Berdasarkan tabel 3.4 di  atas realisasi penyerapan anggaran Biro AP4

selama tahun 2025 sebesar Rp928.198.492 (99,49%), dengan rincian sebagai

berikut:

1. Layanan Umum dengan pagu sebesar Rp394.241.000 terealisasi sebesar

Rp391.917.083 (99,41%).

2. Layanan  Data  dan  Informasi  dengan  pagu  sebesar  Rp484.704.000

terealisasi sebesar Rp482.351.660 (99,51%).

3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan pagu sebesar Rp53.994.000

terealisasi sebesar Rp53.929.749 (99,88%).

4. Layanan  Perkantoran  dengan  pagu  sebesar  Rp124.272.000 terealisasi

sebesar Rp124.355.622 (100,07%).
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BAB IV
PENUTUP

Demikian  Laporan  Kinerja  ini  disusun  sebagai  bentuk  akuntabilitas  atas

pelaksanaan  Perjanjian  Kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Laporan  Kinerja  ini

diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  kegiatan  dan  capaian  yang  telah

dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator tersebut, menunjukkan bahwa

realisasi  capaian  target  yang  telah  ditetapkan  Biro  Administrasi  Pengawasan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik termasuk kategori berhasil. 

Biro AP4 menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih merupakan

hasil  dari  komitmen bersama, kerja kolaboratif,  serta proses pembelajaran yang

berkelanjutan.  Capaian  tersebut  sekaligus  menjadi  fondasi  penting  dalam

memperkuat peran Biro AP4 sebagai unit pendukung strategis bagi Ombudsman

Republik  Indonesia  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  pelayanan  publik.

Namun demikian, dinamika lingkungan strategis, tuntutan reformasi birokrasi, serta

ekspektasi  masyarakat  yang  terus  berkembang  menuntut  adanya  peningkatan

kualitas kinerja secara berkesinambungan.   

Memasuki tahun 2026, Biro AP4 berharap dapat terus meningkatkan kualitas

layanan  administrasi  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang

profesional, andal, dan akuntabel. Penguatan sistem administrasi yang terintegrasi,

pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta pengelolaan data dan arsip

yang tertib diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih

efektif dan berbasis bukti. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penguatan  koordinasi  dengan  keasistenan  utama  dan  kantor  perwakilan,  serta

budaya  evaluasi  dan  perbaikan  berkelanjutan  diharapkan  menjadi  pilar  utama

dalam menghadapi tantangan pengawasan pelayanan publik ke depan.   

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,

Biro  AP4  optimis  bahwa  2026  dapat  menjadi  momentum  penguatan  peran

administratif  dalam mendorong terwujudnya pengawasan pelayanan publik yang

berkualitas  dan  berdampak  nyata  bagi  masyarakat.  Harapan  ini  menjadi  tekad

untuk terus menghadirkan dukungan administrasi  pengawasan yang tidak hanya

memenuhi  target  kinerja,  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  nyata  dalam
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peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
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LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO AP4 TAHUN 2025 (AWAL TAHUN)
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2. PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO AP4 TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
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